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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Taht-in l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3851); 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014; 
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TAHUN ANGGARAN 2014 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR -?7'TAHUN 2015 

PROVINS! JAW A TENG AH 

BUPATI GROBOGAN 

fELAH DIK.1> JI 
OLE!H 8AOIA HUK•JM 

91:TDA KAB R 80GAH 
f(ABAG HIJK AN HAM 

T"GL 

TOl -- 



2 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lem baran Negara Repu blik Indonesia N omor 4 712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 

ten tang Anggaran Pend a pa tan dan Belanja Daerah Ka bu paten 

Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 07); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 8); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 

3); 
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1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 235.295.330.337,00 

b. Dana Perimbangan Rp 1.130.745.214.336,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah Rp 344.825.884. 777,00 

Jumlah Pendapatan Rp 1. 710.866.429.450,00 . 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: 

Pasal 1 

GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

DAN BELANJA DAERAH PENDAPATAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PENJABARAN 

ANGGARAN 

KABUPATEN 

TENTANG 

PELAKSANAAN 

BUPATI PERATURAN Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kebupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 38) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2014 Nomor 20); 

26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 27) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 

2014 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 (Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 47). 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 836.117.897.297,00 
2) Belanja Sunga Rp 24. 948.302,00 
3) Belanja Subsidi Rp 428.500.000,00 
4) Belanja Hibah Rp 31.803.253.608,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 7 .368.4 71.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 79.026.601.435,00 
8) Belanja Tidak Terduga R 

Rp 954.769.671.642,00; 
b.Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 43.297.113.900,00 
2) Belanja Barang dan jasa Rp 34 7 .215.856.333,00 
3) Belanja Modal Rp 300.522.182.667,00 

Rp 691.035.152.900,00 
Jumlah Belanja Rp 1.645.804.824.542,00 
Surplus Rp 65.061.604. 908,00 

3. Pembiayaan 

1) Penerimaan Rp 166.127.016.838,00 
2) Pengeluaran Rp 21.682.895.600,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 144.444.121.238,00" 
Sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun berkenaan Rp 209.505.726.146,00 
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UPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 24 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 3 .A{:;ustus 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 


